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KASUS N2

Kerugian Negara Rp311.049.466,20

TERDAKWA Nur Awaliah (kiri) dan Siti Husnah (kanan) saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu, Rabu (27/11/2013). Ibu dan anak itu didakwa rugikan negara Rp311.049.466,20.
FOTO: ANGKY/MS

PALU, MERCUSUAR - Nur
Awaliah dan Siti Husnah,
didakwa JPU merugikan
keuangan negara sebesar
Rp311.049.466,20, ter-
kait kasus dugaan korupsi
pengadaan Nitrogen Cair
(N2) pada‘Dinas Peterna-
kan dan Kesehatan Hewan
Sulteng tahun 2012 senilai
Rp Rp352.440.000.

Jumlah kerugian negara
akibat perbuatan ibu dan
anak yang merupakan reka-
nan pada pengadaan itu,
selisih antara pembaya-
ran kontrak setelah dipo-
tong pajak Rp315.594.000
dengan realisasi pekerjaan
(prestasi) usai masa kontrak
selesai Rp4.544.553,60.

Halitudiungkapkan dalam
dakwaan yang disampaikan
JPU dalam sidang perdana
di Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Palu,
Rabu (27/11/2013).

Inti dalam dakwaan JPU
diuraikan, kedua terdakwa

dalam satu berkas perkara
itu, bersama-sama saksi
Arifin (berkas terpisah)
telah melakukan atau turut
serta melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri
atau orang lain, hingga me-
rugikan keuangan negara.
Hal itu dilakukan sekitar
bulan Mei hingga Desember
2012,

Dimana, sebagai peme-
nang lelang pengadaan N2
sebanyak 10.000 liter, kedua
terdakwa hanya mengada-
kan 114 liter hingga masa
kontrak selesai. N2 tersebut
tidak dibeli dari pabrik tapi
secara eceran. Untuk men-
cairkan 100 persen angga-
ran pengadaan N2, para ter-
dakwa membuat dokumen
fiktif, berupa surat dukun-
gan jaminan suplay, delivery
order dan surat keterangan
penitipan palsu.

Sehingga keduanya di-
dakwa melanggar Pasal 2
Ayat (1) Jo Pasal 18, subsi-

dair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU
nomor: 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dan ditambah
UU nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Korupsi Jo Pasal 55 Ayat
(1) ke- 1 KUHP. Kemudian
dakwaan lebih subsidair
Pasal 9 UU nomor: 31 Tahun
1999 yang telah diubah dan
ditambah UU nomor 20
Tahun 2001 tentang Pem-
berantasan KorupsiJo Pasal
55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Mendengar.dakwaan JPU,
terdakwa didampingi pe-
nasehat hukumnya Harun
SH menyatakan akan men-
gajukan eksepsi (keberatan)
secara tertulis. Namun un-
tuk eksepsi itu, meminta
waktu satu minggu.

“Sidang ditunda satu
minggu hingga Rabu.
(4/12/2013), untuk men-
dengarkan eksepsi terdak- .
wa,” tutup Ketua Majelis °
Hakim, Adi Prasetyo SH
MH. ack




